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Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggarar?025 dan 24

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangaRemerintah RBerah merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawabakeuangarsesuai dengatandar Akuntansi Pemerintahé®AP), seiap entitas
pelaporan maupurentitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansimdagajikan
laporan keuangasecara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaem akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daenagliputi trarsaksi
pendapatan, belanjaset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatmagelompokatransaksi
keuangandan penyiapan laporan keuangdtemerintah Daeralsehubungan dengan pelaksanaan
anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk m#inddean realisasi pendapatan,
belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundgamdangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelapetakukan proses penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan
SKPD selaku entitas akuntardalam periode tertentu, sebadpentuk kewajiban untuk melaporkan
upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegizemn
sistematis dan terstruktur pada suatuquiripelaporan untuk kepentingan

a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan kBem daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.

b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode peaeporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.

c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat Hkardasa
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perunddaggan.

d. Keseimbangan Antgenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluarari.tersebu

e. EvaluasiKinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggsunager daya ekonomi yang
dikelola pemerintah untuk mencapai kinergang direncanakan
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1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporarkeuangan Pemerintah Provinsi Jawanda&h memuatpendapatan, belanja, transfer,

danacadanganpembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa
Tengahyang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitaeloiagai informasi untuk
membuat keputusamatk keputusan ekonomi, sosial, maupun politik deng@nmyediakan informasi
mengenai

a.
b.

Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan slayphdeuangan
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai
selruh pengeluaran
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
entitas pelaporan serta hasdsil yang telah dicapai
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya
dan macukupi kebutuhan kasnya
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi eptfaporan berkaitan
dengan sumbesumber penerimaannya, baik jangk@ndek maupun jangka panjang, termasuk
yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
Menyedialan informasi mengenai perubahan posisi keuangan enpédaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

LaporankeuangarPemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
Laporan Realisag\nggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatahRA, belanja, transfer, surplus/defisiRA, dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan yang masifngasing diperbandingkan dengan anggaranmyarmasi tersebut berguna
bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasisgorhber
daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL merupakarkomponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya p@®s berupa Saldo Anggaran Lebitwal, Penggunaan Saldo Anggaran
Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebeimnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Neraca
Neraca merupakan kompondaporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan OperasiondlO)
LO merupakan kompamn laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam peid@patan
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan
kegiatan operasnal, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan
pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
Laporan Arus Kas (LAK)
LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, Bivestadanaan, dan
transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
selama periode tertentu.



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggarar2025 dan 202

f.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurangnya poos
ekuitass awal, surplus/defisitO pada periode bersangkutan, kordimieksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftardamzau
analisis atas laporan keuangan danmms yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO,
LAK, dan LPE. CalLKjugapenyajian informasi yang diharuskataudianjurkan oleh SAP serta
pengungkapapengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyakawajaran laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komikoetitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporarkeuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundangundangan yang mengatugdangan pemerintah, antara lain

1. UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan
negara,;

2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neggipagaimana telah diubah
dengan Undantyndang Nomor 2 tahun 2020 tentargnBtapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20191d@}dvah/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membataydterekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Unddugdang

3. UndangUndang Nomod Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nesgdragaimana telah diubah
dengan Undantyndang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan PemerintadmBengg
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 201913y dvah/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Und&dgdang

4. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;

5. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
sebagaimana diubatenganUndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

6. UndangUndang Nomor23 Tahun 204 tentang Pemertahan Daeralsebagaimana diubah
terakhir dengan UndarAgndang Nomod1 Tahun 2@0 tentangCipta Kerja

7. UndangUndang Noror 11 Tahun 2023 tentaiyovinsiJawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomiti2 Tahun2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun3®@ntang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomtt Tahun2020tentangPedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentangaRan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PeraturanGubernur Jawa Tengah Nomod20 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah DaeraRrovinsi Jawa Tengabebagaimana telatiubah terakhir dengaReraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomér Tahun 2083 tentangPerubahan Kempatatas Peraturan
Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nom®iTahun2017 tentangSistem Akuntansi &merintah
Daerah Provinsi Jawa Tengabh;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nom@&@8 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengabh;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun26©2026

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubé&toonor 21 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daegfl25

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Non®® Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan[Beleatja
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun daign 2025;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengaReraturan Gubermuwawa Tengah Nomor 88 Tahun 20@®BtangSistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tenghh, sistematika isi catatan atas
laporan keuangangmerintah Provinsi Jawa TengahAhunAnggarar2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULU AN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3.

Indikator Pencapaian Target KineA&®BD

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
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BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Kebijakan Akuntansi Pengatan

4.3. Kebijakan Akuntansi Bean

4.4, Kebijakan Akuntansi Belanja

4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

4.10. Kebijakan Akuntansi Persin

4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

4.14. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

4.15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan PeBos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan PeRBos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan PeRBos Neraca

5.4. Penjelasan PeBos Lapora®perasional

5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas

5.6. Penjelasan PeRBos Laporan Perubah&kuitas

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 7 PENUTUP
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BAB 2
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

1.1.Ekonomi Makro
1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan positif ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan
kinerja yang semakin menguat dan stabil. Pada Tahun 2025, perekonomian Jawa
Tengah tumbuh sebesar 5,37 parg¢eto-c), meningkat dibandingkan Tahun 2024
yang tumbuh 4,95 persen-t@c). Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 perderc)cPeningkatan ini
menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Tengah semakilien dan mampu
memanfaatkan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global.

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua setelah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan pertumbuhan sebesar 5,49 pergerc)adalam tingkat pulau
Jawa. Dimana pertunnhan ekonomi Jawa Tengah berada diatas rata rata
pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa yaitu di angka 5,35 perderc)cKinerja ini
menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Tengah cukup kuat dan kompetitif di
tingkat regional, serta berkontribusi signifikaerhadap dinamika pertumbuhan
ekonomi Pulau Jawa secara keseluruhan.

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026
Gambar 1.1Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional P&i&In
s/d2025 (eto-c, %)

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui sisi gsdbdsupply sidg
maupun sisi permintaan akhidgmand side PDRB dari sisi lapangan usaha
merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu
diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari
sisi pengguaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

-1
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Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026
Gambar 1.2Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 (¢o-c, %)

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Jawa Tengaiih dedominasi
oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 33,38 persen, diikuti oleh
Perdagangan sebesar 13,49 persen, Pertanian sebesar 13,07 persen, dan Konstruksi
sebesar 11,47 persen. Keempat sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian
JawaTengah di tahun 2025.

Dilihat dari sisi pertumbuhan, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan
yang positif dimana sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 adalah
lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 10,60 persen,
diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,74 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,15
persen, dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,86 persen. Pertumbuhan tinggi pada
sektorsektor jasa tersebut menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat,
penguatan aktivitagariwisata, serta percepatan transformasi digital di Jawa Tengah.

Sementara itu, sekt@ektor utama penyumbang PDRB juga bertumbuh
secara positif, diantaranya Industri Pengolahan sebesar 4,06 persen, Perdagangan
sebesar 4,63 persen, Pertanian sebesar pe&en, dan Konstruksi sebesar 6,62
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2025
tidak hanya ditopang oleh sektor jasa, tetapi juga oleh sektor riil yang memiliki basis
produksi kuat.
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Tabel 1.1PDRB Provinsi Jawa Tengd#tas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 262025 (Miliar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha

PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
(Miliar Rupiah)

2021 2022 2023 2024 2025
A. Pertanian, Kehutanan, danriRanan 127,065.84 130,762.57 131,330.54¢ 133,162.54 139,530.4
B. Pertambangan dan Penggalian 22,326.1¢ 20,942.6¢ 21,232.0¢ 21,833.0¢ 22,315.2]
C. Industri Pengolahan 333,239.6] 346,169.6f 361,111.0] 373,837.7] 389,026.5]
D. Pengadaan Listrik, Gas 1,17051 1,214.8¢ 1,297.42 1,387.6¢ 1,448.95
E. Pengadaan Air 744.86 752.41 783.02 800.9 811.85
F. Konstruksi 106,701.1F 108,657.6] 115,250.8] 124,441.8] 132,673.9]
gés:rr:;gsgg;‘ré::s;gpﬁg i::t:)ar” 98 147.313.3( 153,6704] 16124041 167,931.1] 175,700.3
H. Transportasi dan Pergudangan 24,335.84 42,103.03 45,523.3¢ 48,052.7¢ 51,285.0¢
:\'m: i?:ediaan Akomodasidan Makan | 5) g5 17 381324 42.417.2 46,6702] 51,6173
J. Informasi dan Komunikasi 62,288.94 63,846.5] 70658.74 77,416.0§ 84,182.2]
K. Jasa Keuangan 27,545.64 27,690.7¢ 28,289.1( 28,899.5¢ 30,519.4]
L. Real Estate 19,133.49 20,107.1( 21,494.5] 22,764.0¢ 24,042.7(
M,N. Jasa Perusahaan 3,816.64 4,051.14 4,344.4] 4,741.97 5,114.67%
Sa:g:r;T;S;LaZ'o:;T\?\gfm Pertahand 452866 2491501 250440{ 27,897.2] 28,5255
P. Jasa Pendidikan 38,974.99 39,589.09 41,951.5] 45,530.27 48,491.9¢
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosig 9,471.64 9,709.66 10,274.59 11,022.2] 11,573.8¢
R,S,T,U.Jasa lainnya 16,068.57 17,963.1¢ 19,294 .44 20,609.64§ 22,288.5]
Produk Domestik Regional Bruto 997,321.111,050,278.04 1,102,437.44 1,156,998.8( 1,219,148.6

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Pada Tahun 2025, PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Hargafonst

(ADHK) 2010 tercatat sebesar Rp1.219.148,60 miliar. Sebagai lapangan usaha yang
mendominasi perekonomian Jawa Tengah, PDRB Industri Pengolahan bernilai
sebesar Rp389.026,51 miliar, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar

terhadap perekonomianwa Tengah. Sektor utama lainnya yang memiliki peran

signifikan adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
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sebesar Rpl175.700,39 miliar, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar
Rp139.530,40 miliar, serta Konstruksi sebesar R@GIE93 miliar.

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026
Gambar 1.3Laju dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen
Pengeluaran Tahun 2025

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2025 masih
didominasi oleh Konsumsi Rumah Tagdengan kontribusi sebesar 60,89 persen.
Komponen terbesar berikutnya adalah Ekspor dengan kontribusi 40,33 persen dengan
pertumbuhan sebesar 10,04 persen, dimana kuatnya pertumbuhan ekspor ini
menunjukkan peningkatan permintaan dari luar daerah maupundgeri, sekaligus
memperkuat kontribusi sektor produksi terhadap perekonomian daerah. Sementara itu,
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi
sebesar 30,91 persen.

Tabel 1.2PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Hargadtan (ADHK) 2010 Menurut
Pengeluaran Tahun 202025 (Miliar Rupiah)

PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2
Kategori Pengeluaran (Miliar Rupiah)
2021 2022 2023 2024 2025

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tang 584,447.3( 616,679.5] 651,723.5] 685,307.2] 718,064.1"

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 10,326.0¢ 10,842.6% 11,628.5] 13,516.5( 14,057.8]

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 61,280.84 61,351.97} 62,971.71 64,870.03 67,015.2¢

Pembentukan Modal Tetap Bruto 297,028.5¢ 302,949.2] 315,755.B| 336,453.4y 359,214.2!
Perubahan Inventori 9,475.5( 11,991.2¢( 12,531.3( 8,704.43 7,493.13
Ekspor Luar Negeri 104,222.2( 115,030.4¢ 104,053.8] 117,267.5] 133,212.4
Impor Luar Negeri 143,700.5( 166,454.64 161,759.2] 181,874.9] 181,317.6
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Kategori Pengeluaran

PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2
(Miliar Rupiah)

2021 2022 2023 2024 2025
Net Ekspor Ardir Daerah 74,241.1¢ 97,887.6( 105,532.0( 112,754.6] 101,409.1
Produk Domestik Regional Bruto 997,321.17 1,050,278.0y 1,102,437.4{ 1,156,998.8{ 1,219,148.6

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Pada Tahun 2025, seluruh komponen pengeluaran utama menunjukkan
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
meningkat dari Rp685.307,23 miliar menjadi Rp718.064,15 miliar, menunjukkan
konsumsi domestik yang tetap kuat sebagai penopang utama ekonomi. Pengeluaran

Konsumsi LNPRT juga naik @daRp13.516,50 miliar menjadi Rp14.057,87 miliar,

sementara Konsumsi

Rp67.015,29 miliar.

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh dari

Pemerintah meningkat dari

Rp64.870,03 miliar menjadi

Rp336.453,49 miliar menjadi Rp359.214,21ianilmencerminkan masih berlanjutnya

aktivitas penanaman modal dan pembangunan fisik. Pada sektor eksternal, Ekspor
Luar Negeri meningkat signifikan dari Rp117.267,52 miliar menjadi Rp133.212,43

miliar, sedangkan Impor Luar Negeri relatif stabil dari Rp&84,93 miliar menjadi
Rp181.317,63 miliar.

Tabel 1.3Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2022025

Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (Al

Kategori Lapangan Usaha (Persen)
2021 2022 2023 2024 2025

A P i Keh

ertanian, Kehutanan, dan 13.86 13.5 13.23 13.09 13.07
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 2.58 2.42 2.25 2.16 2.09
C. Industri Pengolahan 34.3 33.94 33.98 33.81 33.38
D. Pengadaan Listrik, Gas 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09
E. PengadaaAir 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
F. Konstruksi 11.13 11.04 11.23 11.39 11.47
G. Perdagangan Besar dan Eceran
dan Reparasi Mobil dan Sepeda 13.76 13.61 13.61 13.49 13.49
Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 2.26 3.8 4.1 4.1 413
:\./I::]ir:;/edman Akomodasi daakan 303 329 3.41 356 374
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Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (Al
Kategori Lapangan Usaha (Persen)
2021 2022 2023 2024 2025

J. Informasi dan Komunikasi 4.29 4.01 4.09 4.21 4.29
K. Jasa Keuangan 3.02 3.01 2.89 2.78 2.81
L. Real Estate 1.67| 1.63 1.62 1.6 1.6
M,N. Jasa Perusahaan 0.4 0.4 0.41 0.43 0.44
Porthanan dan daminan sosal w29 24 23 zan 23
P. Jasa Pendidikan 4.55 4.23 4.16 4.29 4.37
goi:a Kesehatan dan Kegiatan 0.97 0.92 0.92 0.93 0.93
R,S,T,U. Jasa lainnya 1.48 1.57 1.59 1.63 1.7
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga berlaku
(ADHB) tahun 20212025, sektor yang paling mendominasi struktur perekonomian
adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi konsisten di atg®r88n, yakni
sebesar 34,3% pada 2021, 33,94% pada 2022, 33,98% pada 2023, 33,81% pada 2024,
dan 33,38% pada 2025. Selain industri pengolahan, sektor yang juga memiliki
kontribusi besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan
Sepeda Mair dengan kontribusi sebesar 13,49% pada tahun 2025 serta Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang13.07%.

Tabel 1.4Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2022025

Distribusi PDRB Provinsi JaavTengah Atas Dasar Hargg
. Berlaku (ADHB)
Kategori Pengeluaran (Persen)

2021 2022 2023 2024 2025
Pengeluaran Konsumsi Ruman 60.19 6035  60.95 6129  60.89
Tangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.18 1.22 1.25 1.39 1.37
P I K i

engeliaran fonsimsi 7.1 6.54 6.38 6.25 6.12

Pemerintah
Penbentukan Modal Tetap Brut 31.78 30.69 29.99 30.53 30.91
Perubahan Inventori 0.84 0.99 1.02 0.68 0.56
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Ekspor Luar Negeri 11.19 11.73 9.46 10.04 10.96
Impor Luar Negeri 14.14 15.42 13.8 14.44 13.8
Net Ekspor Antar Daerah 1.86 3.89 4.75 4.26 2.99
ProdukDomestik Regional Brutg 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut pengeluaran
atas dasar harga berlaku (ADHB), tiga komponen yang paling mendominasi adalah
Pengeluaran Konsumsi Rumah Taag&embentukan Modal Tetap Bruto (PMTB),
dan Ekspor Luar Negeri. Pada tahun 2025, konsumsi rumah tangga menjadi
kontributor terbesar dengan porsi 60,89%, menegaskan bahwa perekonomian Jawa
Tengah sangat ditopang oleh daya beli dan aktivitas belanja mesgtydtamponen
terbesar kedua adalah PMTB sebesar 30,91%. Sementara itu, ekspor luar negeri
menyumbang 10,96%, menunjukkan kontribusi sektor eksternal dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi meskipun porsinya masih jauh di bawah konsumsi domestik
dan investasi.

1.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per
tahun. Selama kurun waktu tahun 2€ZR5, PDRB per kapita Jawa Tengah atas
dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2025
PDRB Per Kapitalawa Tengah sebesar 50,82 Juta Rupiah mengalami pertumbuhan
sebesar 5,95 persen dibanding dengan tahun 2024 yang sebesar 47,97 Juta Rupiah.
PDRB Per kapita Jawa Tengah magsieradadibawah Nasiona] namun selalu
menunjukkan tren yang naik.

Sumber: BPS Rwinsi Jawa Tengah, 2026.
Gambar 1.4PDRB Per Kapita Jawa Tengah Tahun26&12025
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1.1.3. Inflasi

Pada tahun 2025, laju inflasi Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi
sebesar 2,72 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,67 persen. Meskipun
meningkat, tingkat inflasi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat lebih rendah
dibandingkan tingkat inflasi Nasional, yang berada pada angka 2,92 persen.
Peningkatan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2025 masih dipengaruhi oleh kenaikan
harga pada kelompok pengeluararakanan dan minuman, yang secara historis
menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Selain kelompok makanan, kelompok
pengeluaran lainnya juga turut memberikan andil terhadap inflasi, seiring dengan
meningkatnya harga beberapa komoditas dan jasa khususngikdn harga emas.
Inflasi pada tahun 2025 mencerminkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh
meningkatnya indeks beberapa kelompok pengeluaran, terutama pada komponen
makanan dan minuman, meskipun tekanan inflasi relatif masih terkendali jika
dibardingkan dengan tingkat inflasi nasional.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026.
Gambar 1.5Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Té21 s/d 202%%)

1.1.4. Indeks Gini

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk
dengan nilai berkisar antara#) di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan
ketimpangan yang semakin besar. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah pada tahun
2025 menunjukkan kecendegan membaik dibandingkan periode sebelumnya. Pada
Maret 2025, Rasio Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,359, lebih rendah
dibandingkan September 2024 yang sebes8640 sehingga terjadi penurunan
(perbaikan) ketimpangan sebesar 0,005 poin. Selanjutngla Baptember 2025,
Rasio Gini kembali menurun menjadi 0,350, yang menunjukkan bahwa ketimpangan
pengeluaran di Jawa Tengah terus mengalami perbaikan sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada Maret 2025 sebesar
0,390, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,392, atau turun sebesar
0,002 poin. Sementara itu, di daerah pedesaan, rasio gini pada Maret 2025 tercatat
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1.1.5.

sebesar 0,306, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,317, atau
mengalami peurunan sebesar 0,011 poin. Pada September 2025, rasio gini perdesaan
kembali menurun menjadi 0,296, sedangkan di perkotaan turun menjadi 0,381. Secara
keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Jawa
Tengah pada tahun 2025 maefagni tren penurunan, baik di wilayah perkotaan
maupun perdesaan. Namun demikian, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan
masih relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Sumber: BPS Jateng, 2025
Gambar 1.6Gini Rasio Jawa Tengah dan Nasiohahun 20212025

Indeks Williamson

Perbedaan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, dan
akumulasi modal lainnya yang dimiliki oleh suatu wilayah telah mengakibatkan
perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, heterogenitas karakteristik wilagah ju
menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu
daerah. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson
dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar, alasannya karena yang
diperbandingkan adah tingkat pembangunan antar wilayah.

Data yang diperlukan untuk mengukur Indeks Williamson adalah dengan
PDRB per kapita untuk setiap kabupaten/kota dan jumlah penduduk tiap
kabupaten/kota. Bila indeks mendekati 0 (nol) artinya sangat merata, sedangkan
semakin jauh dari O (nol) artinya sangat timpang.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kebijakan pembangunan di
Provinsi Jawarengah selama 202024 dianalisis menggunakan Indeks Williamson
dan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan semakin melabasembakin
merata dapat dilihat pada Gambar 1.7.

Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan telah berhasil pada tahun
20222024 yang mencapai 0,6472 dari sebelumnya 0,6525 pada tahun 2022. Pada
tahun 2024, Indeks Williamson mengalami penurunan dengserdre 0,6472 atau
turun 0,009 poin. Jawa Tengah masih dalam keadaan pemulihan pasca pandemi tahun
2020. Disparitas indeks Wiliamson semakin mengecil dari 20224. Ini
menandakan penciptaan ekonomi riil Jawa Tengah semakin meningkat.
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Sumber: BPS Janhg, 2025
Gambar 1.7Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 22@24

SumberBPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.
Gambar 1.8Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayamgembangan, pada
tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah
pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih
terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Wilayah
pengembagan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah
Purwomanggung. Semantara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling
rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana
karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu peidandan pariwisata.

Ketimpangan ini terjadi karena masintasing kabupaten/kota memiliki
sumber daya alam dan infrastruktur yang berdmtla dimana hal tersebut
menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah yang memilikinya. Seperti Kota
Semarang sebaigapusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan kemajuan
perekonomiannya, serta menjadi tempat berkembangnya industri pengolahan, sektor
jasa, dan juga tempat wisata. Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas seperti
pelabuhan antar pulau dan bandara, sggingenjadi pusat perdagangan di Jawa
Tengah.
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1.1.6.

Disisi lain Kabupaten Pemalang mempunyai PDRB per kapita terendah.
Sektor yang berkontribusi menopang perekonomiannya adalah pertanian. Ini
merupakan tantangan dan perlu usaha keras pemerintah untuk mencikliakan
kondusif bagi penanaman modal di dalam maupun modal asing untuk menggerakkan
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan lebih menggali lagi potensi pertanian
yang bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Pemalang sehingga bisa
menambah nilai tabah bruto wilayah tersebut. Dengan bertambahnya nilai tambah
bruto diharapkan akan mampu menekan ketimpangan di Jawa Tengah.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani atau
NTP pada Desember 2025 sebekhr,57 persen lebih baik dari capaian Tahun 2024
sebesar 112,98. Capaian itu menjadi yang tertinggi ketiga di antara prawsisi
lain se Pulau Jawa dibawah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Bhmaiun capaian
tersebut masih dibawah capaian Nasional smb#25,35.

NTP merupakan indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di
perdesaan. Di dalamnya terdapat perbandingan indeks harga yang diterima (It) dan
dibayar (Ib) petani, serta menujukkan daya tukar harga produk pertanian dengan
barang danjasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Secara ringkas,
semakin tinggi NTP, maka kemampuan atau daya beli petani relatif semakin tinggi.

SumberBPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.
Gambar 1.9Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Tahun 2@D25

Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Desember 2025 sebesar 117,57 atau naik
1,25 persen dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 116,11. Kenaikan NTP
disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,22 persen lebih
cepat dibanding kenaikan Indeks Haygag Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,96 persen.

Subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah subsektor hortikultura
sebesar 10,20 persen; subsektor peternakan sebesar 1,06 persen; dan subsektor
perikanan sebesar 0,51 persen. Subsektor yang mengalami peniNTR adalah
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subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,58 persen dan subsektor tanaman
pangan sebesar 0,26 persen.

Pada Desember 2025, komoditas pertanian yang mengalami kenaikan harga
antara lain cabai rawit, bawang merah, cabai merah, gabah, jaguag ras
pedaging, telur ayam ras, wortel, sapi potong, kacang tanah, kopi, tomat, kacang hijau,
mangga, semangka, bandeng payau, petai, labu siam, ketela pohon, cabai hijau, dan
brokoli. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain tebu
salak, buncis, kol/kubis, kacang panjang, sawi hijau, bawang daun, melinjo, kambing,
jengkol, ketimun, kelapa, nangka, udang laut, kentang, udang payau, kakao/coklat biji,
pala biji, bawang putih, tongkol, dan karet.

SumberBPS Provinsi Jawa Tengah)25.
Gambar 1.10Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2025

Perkembangan Nilai Tukar Petani dari 38 provinsi yang diamati, pada
Desember 2025 terdapat 23 provinsi mengalami kenaikan dan 15 provinsi lainnya
mengalami penurunan. Kenaikan NTé&ttinggi terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu
sebesar 5,60 persen dan penurunan NTP terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Utara
yaitu sebesar 6,16 persen.

1.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator gapgt digunakan
untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak
terserap oleh pasar kerfaada Agustus 2025 TPT Jateng sebesar 4,66 persen, turun
0,12 persin jika dibandingkan TPT Agustus 2024. TPT Jateng Agustus 2025 berada
dobawah TPT Nasional yaitu 4,85 persen. TPT Agustus 2025 Nasional mengalami
penurunan dibanding TPT Agustus 2024 sebesar 0,06 persen.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025
Gambar 1.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah dan Nasional TahuR025
(Februari-Agustus)(%o)

1.1.8. Kemiskinan

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah dapat digambarkan melalui
kondisi kemiskinan. Selama kurun waktu 2G2025, tingkat kemiskinan di Jawa
Tengah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2025, pergpemdsduk
miskin Jawa Tengah tercatat sebesar 9,48 persen atau setara dengan 3.366,69 ribu
orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 10,47 persen atau 3.704,33
ribu orang. Dengan demikian, terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,99
persenatau sekitar 337,64 ribu orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat
kemiskinan Jawa Tengah juga menunjukkan penurunan sebesar 1,29 persen, dari
10,77 persen (3.791,50 ribu orang) pada tahun 2023 menjadi 9,48 persen (3.366,69
ribu orang) pada tahuB025. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode
20242025, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan yang
cukup signifikan, yaitu sebesar 1,42 persen, dari 11,34 persen (1.868,82 ribu orang)
pada tahun 2024 menjadi 9,92 persef12,97 ribu orang) pada tahun 2025. Jumlah
penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 248,85 ribu orang. Sementara itu, di
wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,10
persen atau 1.746,72 ribu orang, menurun seb@$1 persen dibandingkan tahun
2024 yang sebesar 9,71 persen atau 1.835,51 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di
wilayah perkotaan berkurang sekitar 88,79 ribu orang. Secara keseluruhan,
perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan diréagah pada
tahun 2025 mengalami perbaikan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,
dengan penurunan kemiskinan yang lebih besar terjadi di wilayah pedesaan
dibandingkan wilayah perkotaan.
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Tabel 1.5Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provawa Tengah 2022025

Penduduk Miskin
(ribu orang) (%)
Tahun
Perkot + Perkot +
Perkota Perdesaan erkotaan Perkotaan Pedesaan erkotaan
Pedesaan pedesaan
2021 1.908,33 2.201,43 4.109,75 10,58 13,07 11,79
2022 1.818,25 2.013,20 3.831,44 9,92 12,04 10,93
2023 1.821,66 1.969,84 3.791,50 9,78 11,87 10,77
2024 1.835,51 1.868,82 3.704,33 9,71 11,34 10,47
2025 1.746,72 1.619,97 3.366,69 9,10 9,92 9,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (Rilis Periode Maret)

Catatan: Angka kemiskinan periode september 2023 didis BPS, data tahun 2023

periode maret.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih
berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat

kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu Buma terakhir sejalan dengan tingkat

kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut,
upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan

kemiskinan Nasional.

Gambar 1.12
Persentase Bnduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022025

SumberBPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.
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1.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur
keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Man@SiaM), yang
direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak.
Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata Lama Sekolah (RLS) dan
Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup
(UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan
sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metcdataata
geometri¢ artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian
komponen lainnya, sehingga tigm dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen
tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami
peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun masih berada di bawah
capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbyhann

Pada tahun 2025, IPM Jawa Tengah naik 1,20 poin menjadi 74,77 dari
sebelumnya 73,88. Kenaikan ini jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2024
yang naik 0,67 poin. Semakin meningkatnya nilai IPM ini menunjukan bahwa kualitas
pembangunan manusiaersakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas
pembangunan manusia secara nasional.

SumberBPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.
Gambar 1.13Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 20212025

1.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menggerakkan jalannya roda organisasi guna pencapaian tujuan,
pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya. Keuangan daerah merupakan
salah satu sumber daya yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pemenntah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan good governance dan clean government
melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak
terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajgnimikyan
pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daeral
Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tabudis?e@2n dengan
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
harus dikelola secara efektif, efisien, transparanipteskuntabel dan tepat serta sesuai dengan
peraturan perundangndangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

1.2.1Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan
Dilaksanakan di Daerah

Kebijakan dan rencanaembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 262426. Tahun 2025 mepakan tahun kedua pelaksanaan
RPD Tahun 2022026 yang menetapkan tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun
2025yaitu PHZXMXGNDQ 3-DZD 7THQJDK \DQJ 6HPDNLQ 6HMDKW

1.2.2Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Seiring dengan dilantiknya Gubemdan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk
periode tahun 2028029, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
tahun 2025 dilakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah, dan selanjutnya dituangkan dalam geanbBKPD Tahun 2025. Hal ini
dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 900.1.1/640 SJ
tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dga Bataah Tahun
Anggaran 2025. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa semua daerah agar dapat
menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi, dan progkapala Daerah danwakil
KepalaDaerah terpilih, serta kebijakan Asta CRaesidenke dalam PerubahaRKPD
Tahun 2025.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang kemudian ditetapkan sebagai
visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun-Z2Zb5 dan tertuang dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 DGDODK 3-DZD 7HQJDK 6HED
ODMX \DQJ %HUNHODQMXWDQ XQWXN OHQXMX ,QGRQHVL
dengan 6 (enam) misi yaitu:

1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia
yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;

2. Meningkatkan pertuttuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor
unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan
mengedepankan nikailai integritas;

4. Mewujudkan pembangunan infrasttuk Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan,
melalui perencanaan tata ruang yang responsif;

5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta
menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan
sosal serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
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6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan
kerja dan berusaha seldassnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan
pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolabodaif terintegrasi.

Berdasarkan kebijakan dalam RPD Tahun 2PQ26, ditetapkan arah dan tema
SHPEDQJXQDQ GDHUDK WDKXQ \DLWX 33HQLQJNDWDQ
Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdayaa8aing d
/HELK % HUNDUDNWHU" 7HPD SHPEDQJXQDQ GDHUDK WHL
Daerah (PD) tahun 2025 vyaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis
sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang taefan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter,
dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam
mendukung perekonomianetah yang berkelanjutan;

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

1.2.3Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakanpendapatafemerintah Provinsi Jawa Tengditempuh melaluberbagai
tahapan kebijakammulai dari: kebijakan perencaas, target pendapatan dan upapaya
mencapai target.

1.2.3.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undaéhmglang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah semua
hak daerah yang idkui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan L&iain Pendapatan Daerah Yang Sah. Implementasi
UndangUndang tersebut, adanya &etuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang
menggantikan skema bagi hasil pajak daerah.

1.2.3.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam RPD Tahun 225 ditargetkan sebesar
Rp22.457.882.196.000,00. Pada RKPD Pendapatan daerah ditargetkan sebesar
Rp23.549%642.794.000,00, dan APBD ditargetkan sebesar Rp24.486.526.112.000,00,
sedangkan RKPD Perubahan Tahun 2025 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar
Rp24.574.934.505.000,00 dan APBD Perubahahahun 2025 sebesar
Rp24.654.591.248.000,00 bertambah sebesar RpB83#000,00 atau 0,69% dari
APBD Murni.

Perubahan APBD merupakan prosedur konstitusional yang lazim dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD. Secara garis besar, perubahan ini dilakukan karena
adanya dinamika antara rencana awal dengan realitas di g@apameliputi
perkembangan yang tidak sesaswmsi, penyesuaian kebijakan fiskal nasional terkait
dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan kebijakan pada
harga bahan bakar minyak, dan perkembangan realisasi penjualan indwstifot
Rincian target penerimaan pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut:

-17



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggarar2025dan 2?4

Uraian

Anggaran (Rp)

PENDAPATAN

24.654.591.248.000,0

PENDAPATAN ASLI DAERAH

15.699.284.656.000,0

Pendapatan Pajak Daerah

12.459.303.870.000,0

Retribusi Daerah

2.172.596.928.000,0

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

690.155.713.000,0

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

377.228.15.000,00

PENDAPATAN TRANSFER

8.792.120.753.000,0

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

8.792.120.753.000,0

LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

163.185.839.000,0

Pendapatan Hibah

25.505.460.000,0

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peratu

Perundangindangan

137.680.379.000,0

1.2.3.3. Upaya- Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan

pendapatan pada semua sumber

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 diamahkintuk meningkatkan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang

memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan
kemampuan masyarakat dengan memegang teguh ppifisgip akuntabilitas da
transparansi melalui upaya :

a.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran
pajak;

Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes,
Samsat Corporate, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
Optimdisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha
lainnya (Samsat Corporate, Mitra Putra Bangsa);

Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (Gerakan Disiplin Pajak Rakyat,
Podcast Cara Hebat Informasikan Pajak dan Retribusi (CHLeS)Activate New
Sakpole and SigndLANS), kerja sama dengan para influendawa Tengah di
media sosial) dan pelaksanaioor to door

Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
MenyelenggarakanAuto Show serta bekerja sama demg Gaikindo dalam
penyelenggaraan Gaikindo Indonesigernational Auto ShoWGIIAS) 2025;
Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan
Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI
(optimalisasi tm pembina samsat, razia kepatuhan);

Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola
retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;

Sosialisasi peratan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tihgsathatan
BUMD melalui peneraparood Corporate GovernancGCG) dansinergitas

antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secagm#ikan terhadap pendapatan
daerah; dan
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I.  Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama
dengan investor sebagai sumber pendapatan daerahPenguatan kelembagaan dan
sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potsatsa.

1.2.4Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah
dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah adalah
semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sepaggurangilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenBatanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja
Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer.

.HELMDNDQ XPXP EHODQMD GDHUDK GLDUDKNDQ SDC
Daerah yang Belaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia
\DQJ %HUGD\D 6DLQJ GDQ /HELK %HUNDUDNWHU" GHQJDQ
1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saimgbel&elanjutan
berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan
berkualitas;

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, babat, dan
adaptif secara inklusif dan merata;

c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan ssmuaya alam dan lingkungdaidup
dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanglgan;

d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

2. Dukunganprioritas nasional meliputi :

a. Memperkokoh ldeologi Pancasila, Demokrasi, dan Asdsi Manusia;

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan MeningkatkapanganKerja
yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangiiustri Kreatif
serta Mengembangkan Algomaritim Industri di SerRraduksi Melalui Peran
Aktif Koperasi;

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), SE&ksiologi,
Pendidkan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gesedier,Penguatan
Peran Perempuan, Pemuda (Generasi MillenialGamrerasi Z), dan Penyandang
Disabilitas;

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis SurDaga
Alam untuk Meningkatkan Mai Tambah di Dalam Negeri;

f.  Membangurdari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan
Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judielayeludupan; dan

h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam,
dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai
Masyarakat Yang Adil dan Makmur
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3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat geragmundang
undangan vyaitu 20 persen untuk fungsi Pendidikan; se&arsisten dan
berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang menonadéi fungsi kesehatan;
sertamandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan
(APIP) akardisesuaikan dengan potensi anggaran;

4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksarmak Rtrategis
Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);

5. Kesiapsiagaaterhadap bencana baik alam maupun non alam;

6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui
pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum
musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetapenmatikpn
kapasitas, kewenangan, prioritas pembangudan peraturan perundangan yang
berlaku; serta

7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian
permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan
keuangan kepada kabupaten/kiéa bantuakeuangan kepada pemerintah desa.

Target belanja daerah dalam RPD  Tahun 20226 sebesar
Rp26.782.587.536.000,00, Target belanja daerah dalam RKRBbesar
Rp23.911.942.794.000,00 kemudian mengalami penyesuaian RE&®D Perubahan
sebesarRp25.151.948.182.000,00. APBD Tahun Anggaran 2025 diangga&hesar
Rp24.848.826.112.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD
menjadisebesaRp25.231.604.925.000,00 bertambah Rp382.778.813.000,00 atau 1,54%.
Realisasi belanja daerah mengalami penurunan Rp3.315.288.368.547,00 atau (12,19%)
apabila dibandingkan tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
BELANJA 25.231604.925.000,00 23.871.838.129.256,0
BELANJA OPERASI 16.131.580.750.000,0 15.480.092.183.316,0

Belanja Pegawai

7.438.563.067.000,0

7.060.692.834.988,0

Belanja Barang dan Jasa

6.554.955.733.000,0

6.306.083.040.496,0

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

12.413.000.000,0(

12.291.564.636,0

Belanja Hibah

2.093.048.950.000,0

2.068.441.743.196,0

Belanja Bantuan Sosial

32.600.000.000,0(

32.583.000.000,0(

BELANJA MODA L

1.998.205.719.000,0

1.795.558.675.999,0

Belanja Modal Tanah

13.932.478.000,0

12.461.205.439,0(

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

689.803.271.000,0

636.745.519.547,0

Belanja Modal Gedung dan Banguna

297.656.452.000,0(

205.077.62.565,00
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Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan

867.929.940.000,0

815.425.857.816,0

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

127.390.078.000,0

124.550.819.262,0

Belanja Modal Aset Lainnya

1.493.500.000,0(

1.297.649.370,0(

BELANJA TIDAK TERDUG A

25.000.000.000,0(

7.192.800.000,0(

Belanja Tidak Terduga

25.000.000.000,0(

7.192.800.000,0(

BELANJA TRANSFER

7.076.818.456.000,0

6.588.994.469.941,0

Belanja Bagi Hasil

4.494.697.452.000,0

4.084.034.975.804,0

Belanja Bantuan Kgangan

2.582.121.004.000,0

2.504.959.494.137,0

Jumlah

25.231.604.925.000,0

23.871.838.129.256,0

1.2.5Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baillgptahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan
untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaairRaan pembiayaan merupakan
pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disedidanrmenganggarkan

setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tatahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah tahun

2025 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan

pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SIiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa

Tengah untuk penyertaan modal kepada BUMD dilakukan realokasi mendasarkan pada

peraturan daehayang mengatur penyertaan modal kepada BUMD

Target pembiayaan netto dalam RPD Tahun 20226 sebesar

Rp980.000.000.000,00, sedangkan target pembiayaan netto dalam REBEar

Rp362.300.000.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Persdizdm

Rp577.013.677.000,00. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp362.300.000.000,00

selanjutnya  mengalami penyesuaian pada  perubahan APBD menjadi

Rp577.013.677.000,00 bertambah Rp214.713.677.000,00 atau 59,26%. Realisasi

pembiayaan  nettoRp577.049291.37900 atau 100,01% mengalami penurunan

Rp808.37125628500 atau (58,35%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Target penerimaan pembiayaan dalam RPD Tahun -2028 sebesar
Rp1.050.000.000.000,00, sedangkan targeteny@aan pembiayaan dalam RKPD
sebsar Rp432.300.000.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD
PerubaharsebesaiRp577.013.677.000,00. APBD tahun anggaran Afiahggakan
Rp432.300.000.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD
menpdi Rp577.013.677.000,00 bertambah Rpl144.713.677.000,00 atau 33,48%.
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Realisasi penerimaan pembiayaan Rp577.049.291.379,00 atau 100,01% mengalami
penurunarRp829.071.256.28B0 atau (58,96%) apabila dibandingkan tahun anggaran
2024.

Target pengeluaran pempaan dalam RPD Tahun 202826 sebesar
Rp70.000.000.000,00, sedangkan target pengeluaran pembiayaan dalam RKPD
Rp70.000.000.000,00 dan mengalami realokasi pada RKPD Perulpaldaft\PBD

tahun anggaran 202%lianggakan Rp70.000.000.000,00 selanjutnya malami
realokasi dalam perubahan APBD.
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BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggararb XZ¥tara signifikandipengaruhi oleh
berlakunyaUndangUndang HKPD dengan penerapan skema opsen dan kebijakan dana
transfer dari pusat. Faktor lain yang mempengaruhi sqpettimbuhan ekonomi, kebijakan
pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan
realisasi pedapatan dari tahun sebelumrjyga masih menjadi asumsi perhitungBalam
rangka meningkatkarpendapatan daeratkebijakan diarahkan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasidengan tetapgmemperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum,
karakteistik daerah dan kemampuan masyaragatta memegang teguh prinsgrinsip
akuntabilitas dan transparansi

Pendapatan daerah merupakan sumber daniace of fungldalam menjalankan program
kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD tanpa kigvagar kembali yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Kekayaan DaaragDipisahkan dan Lahain
PAD), Pendapatan Transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil,
Insentif Fiskal), dan Laniin Pendapatan Daeraglang Sah. Penerapan opsen mengurangi
pendapatan secara angka, namun tidak secara fiskal karena di sisi belanja juga berkurang senilai
bagi hasil pajak yang berubah skema melalui opsen tesebut. Hal ini tercermin pada Pendapatan
Asli Daerah tetap sebagai nyembang porsi terbesar dengan Pendapatan Pajak sebagai
kontributor utama Selama tiga tahun terakhir, realisasi Pendapatan Daerah dapat tumbuh
secara positifRealisasPendapataiaerah pada tahun 2B8ebesar RE2761.98.977.877,00
dimana secara angkaemgalami penurunan, namun secara kapasitas fiskal tidak terlalu
berkurang karena penurunan tersebut mayomtas skema baru opsen yang di tahun
sebelumnya pendapatan tersebut masih terkandung belanja bagiahésil kabupaten/kota
sedang skema opsemglapatan berkurang namun sudah tidak termasuk belanja bagi hasil nya.
Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik
dibawah ini:

Gambar 3.1
Grafik Tren Capaian Total PendapatanDaerah 2@3 +202 (dalam Milyar)
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Gambar 3.2
Grafik Tren Capaian Total PendapatanDaerah-Tanpa Opsen TA2023 +205
(dalam Milyar)

Kontribusi terbesar pendapatan masih diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, diikuti

Pendapatan TransféemudianLain-Lain Pendapatabaerah Yang SahKontribusi setiap
sumber pendapatan terhadap total pendapatan dasdrabai berikut:

a.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggarans52®2mberikan kontribusi sebes28,01%,

lebih rendahapabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Ang@22} sebesar
66,91%;

Pendapatan Transfer Tahun AnggararB2@igmberikan kontribusi sebe<#,30%, lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggara# &flesar
329%; dan

Lain-lain PendapatarDaerahYang Sah TahunAnggaran 202 memberikan kontribusi
sebesar 8%, lebihtinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran
2024 sebesar 00%.

Gambar 3.3
Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 202dengan 202
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PendapatarDaerah pada tahuB02 ditargetkan sejumlah Rg.654.591.248.0000
dengan realisasi sebesar23(761.98.977.877,00 atau 988%, mengalami @nurunard,92%
atau sejumlah R}H616.79.648.54200 dibandingkan Tahun Anggaran 202Capaian
pendapatan daerah dapgabarkan sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggarah i2@acapai 9,37% dengan target
sebesar R}b.699.284.656.0000 terealisasi sejumlah R#4.973.13.878.33600,
mengalamipenurunarsebesar Rp677.86.035.16800 ataul5,17% jika dibandingkan
dengan Tahun Anggaran 202erdiri dari:

¥ Pajak Daerah ditargetkan sejumlah 1Rp@l59.303.870.0000 terealisasi
Rpl11.438.451.030.0630 atau 9181%, mengalami penurunan sejumlah
Rp2.771.790.503.4780 ataul9,51% apabiladibandingkan dengan realisasi tahun
2024,

t Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah 2R§¥2.596.928.0Q00 terealisasi
Rp2.673.85.019.57400 atau 123,036, mengalami kenaikan sejumlah
Rp354563.504.75@0 ataul52% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun
2024,

¥ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah
Rp690.155.713.0000 terealisasRp546.657.345.5080 atau79,21%, mengalami
penurunansejumlah RA41.155.820.6980 atau20,52% apabila dibandingkan
dengan realisasi tah2924;

¥ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah
Rp377.228.145.0000 terealisasi R314.638.483.1900 atau83,41%, mengalami
penurunansejumlah Rpl119422.215.7500 atau27,51% apabila dibandingkan
dengan realisasi tahun 202

Hasil Pengelolaan
Retribusi Daerah Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

m Anggaran12.459.303.870.000,@2.172.596.928.000,00690.155.713.000,00 377.228.145.000,00
Realisasi 11.438.451.030.063,2.673.385.019.574,00546.657.345.508,00 314.638.483.191,00

Gambar 34
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerafahun Anggaran 205

Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Pajak
Daerah

Ketidaktercapaian pajak daersdbagian besar dikarenakan lesunya volume
penjualan kendaraan baru sehingga berdampak pada target pajak kendaraan bermotor dari
objekbaru dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkatetidagainya pendapatan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan skema yang diambil dalam
rangka mengembalikan porsi kepemilikan menjadi lebih dari 51% di Bank Jateng, yaitu
sebgian deviden dari Bank Jateng dikonversi menjadi saham.
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Pendapatan Transfer ditargetkan 8R192.120.753.0Q00 terealisasi
Rp8.625.363.756.5080 atau 98,10%, mengalami  penurunan sejumlah
Rp76.075.110.28 D0 atalD,87% apabila dibandingkarealisasi tahun 2@2erdiri dari:

1.

Insentif Fiskal atau sebelumnya bernama Dana Insentif Daerah (DID). Sesuai amanat
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas
pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertede#ngan krieria utama antara lain
penyajian laporan keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
penyampaian Perda APBD tepat wattitnmelaksanakae-Governmenge-Budgeting
dane-Planning. Tujuan yaitu sebagaeward bagi daerah yanghnempunyai kinerja
terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum,
pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat,
kriteria umum dan kategori kinerja serta memacu daerah untuk semakin nagkemgk
kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD serta pelayanan dasar
publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum
pemerintahan Insentif Fiskal dalam APBD Tahun Anggaran 20#itargetkan
sejumlah RB.436.080.00,00 dengan realisasi sejumlah &436.080.00@0 atau
100,00%

Dana Bagi Hasil pada APBD tahun anggaran 520ditargetkan sejumlah
Rp1.015.927.337.0Q00 dengan realisasi sejumlah B.507.947.7000 atau
96,12%6.

. Dana Alokasi Umum pada APBD tahun anggar20% ditargetkan sejumlah

Rp3.978.828.515.0Q00 dengan realisasi sejumlah 378.828.515.3600 atau
100%.

. Dana Alokasi Khusus (Fisik) pada APBD tahun anggara® g@argetkan sejumlah

Rp150.668.769.0000 dengan realisasi sejumlahl®.445.000.4000 atau 94,54%.

. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) pada APBD tahun anggararb 2if2rgetkan

sejumlah RB.638.260.052.0000 dengan realisasi sejumlah319.146.213.039,00

atau96,73%. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari:

a. Bantuan Operasional Sekolah sebé¥ait.163.630.770.0600 (61,48%);

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar3R6.551.341.5300 (38,26%);

c. Bantuan Operasionaldfuarga Berencarsebesar R00.000.00M0 (001%);

d. Peningkatan KapasitaKelembagaan SentreKM sebesarRp2.930.299.7480
(0,08%);

e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
Rp4.944.719.0440 (0,4%);

f. BantuanKetahanan Pangan dan PertariabhesaRp536.640.000 (0,02%);

g. BantuanPelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebe3&2 Rp§2.65M0
(0,01%).
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Insentif Fiskal Dana Bagi hasil = Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
m Anggaran 8.436.080.000,00 1.015.927.337.000,0(8.978.828.515.000,0(8.788.928.821.000,00
m Realisasi  8.436.080.000,00 = 976.507.947.700,003.978.828.515.369,03.661.591.213.439,00

Gambar 35
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 282

Lain-lain PendapatanDaerah yangSah ditargetkan R{63.185.839.0000 terealisasi

Rp163.473.343.0380 ataul00,18% dari targetRealisasi tersebumengalamkenaikan

sejumlah RA37.129.496.91,80 ataub20,546 dibandingkan realisasi tahun 2D2erdiri

dari:

1 Pendapatan Hibdberasal dari Jasa Rahadjtargetkan sejumlah 25.505.460.0000
terealisasi Rp5.505.460.00@0 ataul00,00%;

¥ Lain-lain PendapatarBesuai dengaiKetentuanPeraturanPerundangundangan yang
ditargetkansejumlah Rp137.680.379.0@€realisasi gamlah Rpl137.967.883.0380
yangsebagian besanerupakan pengembalian hibah yang telah selesai digunakan

Pendapatan Hibah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
P Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

m Anggaran 25.505.460.000,00 137.680.379.000,00
E Realisasi 25.505.460.000,00 137.967.883.033,00
Gambar 3.6

Persandingan Target dan Realisasi LairLain Pendapatan Daerahyang Sah
Tahun Anggaran 205

Adapun permasalahan yang dihadapi dgraya yang dilakukamalam pengelolaan
pendapatan antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:
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3.1.2.

. Lesunya daya belmasyarakat daningkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi

kewajiban membayar pajak belum optimal ini menimbulkan pertumbuhan objek
kendaraan dibawah target dan angkaang yang masih relatif besar;

Pendayagunaddarang Milik DaerahBMD) yang belum optimal serta kondisi yang relatif
tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan penyedia jasa sejenis dalam satu kawasan
yang sama;

Beberapa dampak kebijakan dalam perlgalo BUMD seperti ditariknya relaksasi kredit
pasca COVID sehingga diperlukan angkdangan kerugian yang cukup besar dehebapa

BUMD masih perlu dioptimalkan kinerjanya, bahkan masih ada yang mengalami kerugian
komulatif.

Untuk mengatasi permasalahketerbatasan sumber daya pengelola pendapatan daerah,

telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

1.

Membangun dan meningkatkan sinergi atau kerja sama dengan berbagai pihak termasuk
pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha dan pihak lailanya da
melakukan sosialisasi, pendataan, pelayanan pemungutan serta penagihan pajak daerah
seiring dengan diberlakukannya ketentuan Opsen Pajak pada tahun 2025;

. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pajak digital dan pelayanan pajak

melalui pihak ketig;

Melakukan sosialisasi kepatuhan membayar pajak bekerjasama dengan pemerintah
Kabupaten/Kota dan publikasi melalui berbagi platform media, baik media cetak, online
maupun media sosial,

. Mengupayakan pengelolaan aset/barang milik daerah secara lebihdiokysofesional

dengan melakukan penataan kelembagaan pengelola aset/barang milik daerah dan
melakukan pemeliharaan serta pengamanan aset /barang milik daerah untuk meningkatkan
daya saing;

Melakukan perbaikan tata kelola dan retrukturisasi unit bisnis BUM

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan setiap penggunaan deeacf funjl untuk menjalankan

program kegiatan yang telah tercantum pada APBD tanpa harus diterima kedalsathi
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelBlaaangan Daerah
mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori yakni belanja operasi, belanja
modal, belanja tidak terduga, dan belanja tran$fenurunarbelanja terjadpada realisasi
belanja transfer karena berubahnya skema belanja bagphpdildaerah menjadi opsen bagi
kabupaten/kotaPerkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan
pada grafik dibawah ini:
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Gambar 3.7
Grafik Tren RealisasiTotal Belanja Daerah 2@3 +2025 (dalam Milyar)

Gambar 38
Grafik Tren RealisasiTotal Belanja Daerah-Tanpa OpsenTA 2023 2025 (dalam
Milyar )

.HELMDNDQ XPXP EHODQMD GDHUDK GLDUDKNDQ GLTI
Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya
Manusiayang% HUGD\D 6DLQJ GDQ /HELK % HUNDUDNWHU" GHQJD
a. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis
sektor unggulan didukung dengan infrastrulfamg merata dan berkualitas;

2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif
secara inklusif dan merata;
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3) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

mendukung perekonomian daegang berkelanjutan; dan

4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

b. Dukungan prioritas nasional meliputi :

1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara darofdegdKemandirian
Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang
Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengemkangindustri Kreatif serta
Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi;

4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta P&mgaatan
Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam
untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

6) Membangun dari Desa dan dari Bawah unRéctumbuhan Ekonomi, Pemerataan
Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan; dan

8) Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonisatelniggkungan, Alam, dan
Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama u